2. Saran yang dituju kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penerbitan KTP-el
bagi warga negara asing berupa melakukan sosialisasi baik secara langsung
atau melalui media sosial, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi
kepada semua penduduk khususnya warga negara asing yaitu ketepatan
waktu dalam proses penerbitan KTP-el, dan melakukan evaluasi terkait

dari sistem pelayanan online.
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